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LOGO BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pembentukan logo berperan sebagai salah satu 

penggerak dalam perubahan budaya kerja yang 

mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan 

karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di 

lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

tentang Logo Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5080); 
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2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 322); 

3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 

72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 

4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

Provinsi; 

5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA 

BERENCANA NASIONAL TENTANG LOGO BADAN 

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan Logo 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 

yang selanjutnya disebut Logo BKKBN adalah simbol yang 

terdiri dari tulisan dan gambar yang merupakan identitas 

resmi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional.  

 

Pasal 2 

Penggunaan Logo BKKBN bertujuan untuk:  

a. melakukan penguatan dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional; 

b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan 

karsa seluruh pegawai di lingkungan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;  

c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik 

terhadap tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional; dan 

d. mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.  

 

Pasal 3 

(1) Logo BKKBN dapat digunakan pada: 

a. setiap bentuk media cetak dan elektronik; 

b. papan nama kantor;  

c. atribut pegawai;  

d. identitas kepemilikan barang milik negara;  

e. kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan/atau  

f. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal.  

(2) Penggunaan Logo BKKBN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(3) Logo BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

juga digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau 

aktivitas yang berkaitan dengan program Badan 
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Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan 

ditempatkan pada tempat yang layak.  

 

Pasal 4 

Penggunaaan Logo BKKBN di luar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapatkan izin Kepala 

Badan.  

 

Pasal 5 

Bentuk, makna, arti warna, dan penggunaan Logo BKKBN 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 6 

Dalam pelaksanaan program/momentum khusus dapat 

memodifikasi Logo BKKBN tanpa merubah bentuk asli.  

 

Pasal 7 

Penyalahgunaan Logo BKKBN yang mencemarkan nama baik 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Logo 

BKKBN yang masih ada berdasarkan Peraturan Kepala 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

Nomor 76/PER/B5/2011 tentang Logo dan Penggunaan 

Cap Dinas Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional masih tetap berlaku. 

(2) Penyesuaian penggunaan Logo BKKBN dilaksanakan 

secara bertahap dan paling lama 6 (enam) bulan sejak 

Peraturan Badan ini diundangkan. 

 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan 

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
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Nasional Nomor 76/PER/B5/2011 tentang Logo dan 

Penggunaan Cap Dinas Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal 10 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 27 Januari 2020 

 

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN   

DAN KELUARGA BERENCANA 

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,  

 

                ttd 

  

             HASTO WARDOYO  

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Januari 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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